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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan
Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban PPID Provinsi Kalimantan
Barat dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di tahun 2018.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong
terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan -
informasi. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari undang-undang
tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
seluruh badan public dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan
Barat.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi Kalimantan Barat
tahun 2018 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai laporan kinerja PPID dan
gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat.

Kami menyadari masih bdnyok kekurangan di dalam penyusunan
Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran
dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan
dimasa mendatang. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan Pelayanan
Informasi Publik ini.

Pontianak, Februari 2019

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Kalimantan Barat

Selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat

)

H. SYARIF YUSNIARSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620603 198803 1 015
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LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018

A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan
hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi
manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia. Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai
landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi
publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan
informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1
mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik.
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421/ HUMPRO/ 2011 tentang Penunjukkan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah dalam
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Surat Keputusan Gubernur Nomor 109/ HUMPRO/ 2013 tentang Perubahan Penunjukkan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Terakhir kembali direvisi

menjadi Keputusan Gubernur Nomor 667/Humas/Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015.

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :
1. Ruangan Desk Informasi Publik
Ruang pelayanan informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang kerja Sub
Bagian Penyaringan Informasi Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar yang
dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:
- 1 set kursi tamu,
- 1 meja layanan informasi dan 1 kursi petugas,
- 4 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet,
- 4 unit Printer,
- 1 unit telepon,
- 1 unit AC,
- 1 Dispenser air minum dan air mineral,
- bahan bacaan,
- 1 lemari arsip dan

- 1 filling kabinet.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang
dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemohon informasi dapat

melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut :
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a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang Kerja Sub
Bagian Penyaringan Informasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar di
Komplek Kantor Gubernur alamat JI| Ahmad Yani Lt. 11 (sayap kanan),

b) Dapat melalui telepon/fax (0561) 736541 eks. 153. Untuk identitas diri dapat
dikirim melalui faksimile.

¢) Mengirimkan email kepada PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan
alamat ppid@Xkalbarprov.go.id dan tetap harus melampirkan foto identitas diri.

d) Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website dengan
alamat http://ppid.kalbarprov.go.id yang terhubung langsung dengan website resmi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat www.kalbarprov.go.id.

Website resmi PPID Pemerintah Provinsi Kalbar tersebut terdiri dari 9 kanal yaitu
kanal Beranda, Profil PPID Pemprov Kalbar, Informasi Publik, Kontak, Berita,
Galeri, Permintaan Informasi, Tata Cara Memperoleh Informasi, Form Permintaan
Informasi, dan Pernyataan Keberatan. Penyediaan akses informasi melalui website
ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada
sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan
memberikan pelayanan informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan

agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

3. Sumber Daya Manusia
Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Kalbar selaku PPID Utama dan dibantu oleh PPID Pembantu yang dijabat
oleh Sekretaris atau Kasubbag Tata Usaha di SKPD di Lingkungan Pemprov Kalbar.
Khusus pelayanan informasi oleh PPID Utama, terdapat 3 (tiga) orang petugas yang

melayani informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi. Petugas layanan
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informasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi

Kalbar dengan surat tugas.

C. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan informasi
setiap hari kerja pada pukul 08.30-15.00 WIB (Senin s.d Jumat). Permohonan informasi
dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID Pemprov Kalbar
lantai 1l Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar atau bisa langsung ke PPID
Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk
permohonan informasi online dapat mengisi formulir permohonan informasi pada
website http://ppid.kalbarprov.go.id yang terkoneksi langsung dengan

www.kalbarprov.go.id.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik telah diselenggarakan :

1. Rapat Koordinasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah se-Kalimantan
Barat dengan tema kegiatan “Peningkatan Pelayanan Informasi secara Online
Terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota”
pada tanggal 3 Mei 2018.

2. Monitoring dan evaluasi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan
Kabupaten Kayong Utara.

3. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalbar juga menjadi narasumber pada acara
sosialisasi PPID yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten
Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Landak.

4. PPID Utama bersama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menjadi Tim
Penilai dalam Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Badan Publik di
Kalimantan Barat Tahun 2018.
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Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh PPID Utama Pemprov

Kalbar pada tahun 2018 :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 20

permohonan.

2. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email dan website)

sebanyak 34 permohonan.

3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 54 permohonan.

TABEL REKAPITULASI
PERMOHONAN INFORMASI PADA PPID UTAMA PEMPROV. KALBAR
PERIODE TAHUN 2018

PERMOHONAN
NO. | BULAN IN,\;SdF::A ARLEUBLIE | bipENUHI | DITOLAK DENGLAKAN
Elektronik | L-angsung
1. | JANUARI - 4 4 : 5
2. | FEBRUARI 2 2 4 i i
3. MARET 1 2 3 _ ]
4 APRIL 2 i 2 ] i
5, MEI 5 . 5 : i
6. JUNI 2 : 2 i i
7 JuLl 2 1 3 i i
8. | AGUSTUS 8 1 9 ] ]
9. | SEPTEMBER 9 i 9 ] i
10. | OKTOBER i 2 ) ] ]
11. | NOPEMBER . 6 6 _ ]
12. | DESEMBER 3 2 5 _ ]
JUMLAH 34 20 54 :
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D. PRESTASI

Pada Tahun 2018, PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat
penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 sebagai
Badan Publik Informatif untuk Kategori Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan
Komisi Informasi Pusat dan menjadi satu-satunya Pemerintah Provinsi Informatif yang

berada di luar Pulau Jawa.

E. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

REKAPITULASI REGISTER SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI KALIMANTAN BARAT
PERIODE TAHUN 2018

1. 004/REG-PSI/03/2018 = HANDOKO DINAS PENANAMAN MODAL PUTUSAN RVP
DAN PTSP MEDIASI

2. | 015/REG-PSI/12/2018 | SUPARMAN, DINAS PENDIDIKAN DAN PUTUSAN RVP
S.H,M.H KEBUDAYAAN PROVINSI MEDIASI

KALIMANTAN BARAT

F. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran pelayanan informasi dilaksanakan pada kegiatan Biro Humas dan
Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pada Kegiatan Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan Sosialisasi dan Koordinasi Tugas dan Fungsi

Pengelolaan Informasi Daerah.

G. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pemerintah Provinsi Kalbar, ditemui

hambatan atau kendala sebagai berikut :
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1. Peran PPID Pembantu belum optimal baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
maupun di Kabupaten/Kota, hal ini dapat dilihat dari belum semua PPID Pembantu
menunjuk petugas layanan. informasi/admin khusus guna memberikan pelayanan

informasi.

2. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki tiap-tiap PPID Pembantu yakni,

Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK A LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Rutin melakukan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu di
Lingkungan Pemprov Kalbar dan Kabupaten/Kota | se-Kalbar guna lebih
meningkatkan pelayanan informasi.

2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti
sosialisasi dan pelatihan tentané keterbukaan informasi publik.

3. Lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi
publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan

evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA PROV KALBAR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

H. SYARIF YUSNIARSYAH
— Pembina Utama Muda
NIP. 19620603 198803 1 015
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LAMPIRAN 1
DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. PPID UTAMA

1. Ruang Layanan Informasi

Banner PPID Utama

Tata Cara Permohonan Informasi dan

Jam Layanan Informasi

Penyelesaian Sengketa Informasi




2. Kegiatan PPID Utama

Wakil Gubernur Menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018
dari Wakil Presiden Yusuf Kalla

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

W
N

Pengaiugeraban

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018
Kategori Pemerintah Provinsi

Sebagai Badan Publik

Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta, 5 November 2018

KOMISI INFORMASI PUSAT
A Ketua

2
3 ZedeNara na

*
& 7,

Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018




Rapat Koordinasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah se-Kalimantan Barat “Peningkatan Pelayanan
Informasi secara Online Terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota”

Menerima Kunjungan PPID Pemerintah Menerima Kunjungan PPID Pemerintah
Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah




Menerima Kunjungan PPID Pemerintah Provinsi Menerima Kunjungan PPID Kementrian Tenaga
Papua Kerja Republik Indonesia

! KOMINFO
o S s

Revitalisasi Forum Koordinasi

jabat Pengelola Informasi dan
DokuPr:’emasi di Lingkungan Badan Publik

Koordinasi PPID di Pontianak Sebagai Narasumber Hari Hak Untuk Tahu 2018




3. Website dan Aplikasi PPID Utama

DEPAN PRC BERITA  GALERI DOWNLOAD  KONTAK KA

INFORMASI PUBLIK

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk mambuka akses atas Intormasi Publik yeng terkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.
Lingkug Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudiketif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yeng mendapatken dena cari
Anggaran Pendapaztan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakuo pula organisasi nonpemerintah baik yarg
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lemdagé swedaya masyarakat, perkumgular, serta orgenisasi lainnya yarg mengelola atau
menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APON/APDD, sumbengan masyarakat, dan/atau luar negeri.

PERMOHONAN INFORMASI

Tata Cara Memperoleh Informasi Form Permintaan Informasi Form Pernyataan Keberatan
Tata Cara pengajuan informasi dan pengacuan Untuk mendapatkan informasi vang di butuhkan. Form Pernyataan Keberatzn atas Permohcnan
t11asyat dkdl langsurig ke PPID Prov, Kalbar .. silabikan mengisi formuli terlebit dabulu ... nfurimasi yang (elah digjukdi ...

e

Website Pelayanan Informasi Online
PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

SIKEDIP

SISTEM KELOLA DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PORTAL INFORMASI PUBLIK UNTUK PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK, YANG
TERINTEGRASI ANTARA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Data dan informasi yang tersedia berasal dari OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui data yang satu, lengkap, dan akurat.

Website SIKEDIP (Sistem Kelola Daftar Informasi Publik)
PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat




B. PPID PEMBANTU DI OPD

Ruang Layanan Informasi Ruang Tunggu dan Pelayanan Pengaduan
Distamben Prov. Kalbar Distamben Prov. Kalbar

Waktu dan mekanisme pelayanan

Front Office Dinas Perkebunan Provinsi Ruang Tunggu Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Barat Kalimantan Barat




Desk Layanan Badan Kepegawaian Daerah Ruang Tunggu Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat

Studio Audio Visual Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat




Desk Pelayanan Informasi BPKPD

Provinsi Kalimantan Barat

Ruang Tunggu BPKPD Provinsi Kalimantan Barat

Informasi Alur Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Kalimantan Barat

Ruang Tunggu Rumah Sakit Jiwa

Provinsi Kalimantan Barat

Ruang Pelayanan Informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

” ‘I

Kalimantan Barat




Lampiran 2

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi di PPID Pembantu

Tahun 2018

OPD PPID Pembantu

Jumlah
Permohonan
Masuk

Keterangan

Biro Humas dan Protokol Setda
Provinsi Kalimantan Barat

20 Permohonan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Kalimantan
Barat

754 Permohonan

Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

268 Permohonan

Biro Organisasi Setda Provinsi
Kalimantan Barat

Sampai Saat ini Biro
Organisasi Setda
Provinsi Kalimantan
Barat Belum Melayani

Permohonan Informasi.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Provinsi Kalimantan
Barat

Sampai Saat ini Dinas
Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Provinsi
Kalimantan Barat Belum
Melayani Permohonan
Informasi.

Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kalimantan
Barat

46 Permohonan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan
Hidup Provinsi Kalimantan Barat

57 Permohonan

Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat

15 Permohonan

Dinas Pangan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi
Kalimantan Barat

6 Permohonan

10.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

Barat

24 Permohonan

11.

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Barat

19 Permohonan

12.

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Barat

Sampai Saat ini Dinas
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi




Kalimantan Barat Belum
Melayani Permohonan
Informasi.

13. | Dinas Perkebunan Provinsi | 49 Permohonan -
Kalimantan Barat
14. | Dinas Perindustrian dan 53 Permohonan -
Perdagangan Provinsi Kalimantan
Barat
15. | Dinas Pekerjaan Umum dan 18 Permohonan -
Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Barat
16. | Badan Pengelolaan Keuangan dan 909 Permohonan -
Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
17. | Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai - Sampai Saat ini Rumah
Bangkong Provinsi Kalimantan Sakit Jiwa Daerah
Barat Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan
Barat Belum Melayani
Permohonan Informasi.
18. | Dinas Komunikasi dan Informatika 75 Permohonan -
Provinsi Kalimantan Barat
19. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan - Sampai Saat ini Dinas
Menengah Provinsi Kalimantan Koperasi, Usaha Kecil
Barat dan Menengah Provinsi
Kalimantan Barat Belum
Melayani  Permohonan
Informasi.
20. | Dinas Kelautan dan Perikanan 2.045 Permohonan -
Provinsi Kalimantan Barat
21. | Dinas Energi dan Sumber Daya 20 Permohonan -
Mineral Provinsi Kalimantan Barat
22. | Sekretariat DPRD Provinsi 56 Laporan Sampai Saat ini
Kalimantan Barat Pengaduan Sekretariat DPRD
Provinsi Kalimantan
Barat belum Melayani
Permohonan Informasi.
Sekretariat DPRD
Provinsi Kalimantan
Barat lebih menjalankan
fungsinya yaitu
melaksanakan fasilitasi
pengawasan, kerjasama
dan asipirasi pengaduan
masyarakat
23. | Biro Hukum Setda Provinsi - Sampai Saat ini Biro

Kalimantan Barat

Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Barat Belum




Melayani Permohonan
Informasi.

24. | Biro Pemerintahan Setda Provinsi - Sampai Saat ini Biro
Kalimantan Barat Pemerintahan Setda
Provinsi Kalimantan
Barat Belum Melayani
Permohonan Informasi.

25. | Dinas Perhubungan Provinsi 20 Permohonan -
Kalimantan Barat

26. | Biro Pengelolaan Aset Setda 25 Permohonan -

Provinsi Kalimantan Barat

27. | Biro Perekonomian Setda Provinsi - Sampai Saat ini Biro

Kalimantan Barat Perekonomian Setda
Provinsi Kalimantan
Barat Belum Melayani
Permohonan Informasi.

28. | Biro Umum Setda Provinsi 5.095 Permohonan | Jumlah permohonan
Kalimantan Barat merupakan jumlah surat

yang masuk.

29. | Biro Kesejahteraan Rakyat Setda 272 Permohonan -

Provinsi Kalimantan Barat

30. | Biro Adminstrasi Pembangunan - Sampai Saat ini Biro
dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Administrasi
Provinsi Kalimantan Barat Pembangunan dan

Pengadaan Barang/Jasa
Setda Provinsi
Kalimantan Barat Belum
Melayani Permohonan
Informasi.

31. | Dinas Pemberdayaan Perempuan - Sampai Saat ini Dinas
dan Perlindungan Anak Provinsi Pemberdayaan
Kalimantan Barat Perempuan dan

Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan

Barat Belum Melayani

Permohonan Informasi.
32. | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 33 Permohonan -

Soedarso
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 35/HUMPRO/2017
Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 Februari 2017
Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Da:

—H-SYARIF YUSNIARSYAH

NIP. 19620603 198803 1 015
Nama SOP Penyaringan Informasi Dan Pengklipingan
Koran

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. Memahami cara pemilihan berita yang berkaitan dengan Pemerintah

2  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kalbar
3  Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Menguasai komputer dan tata cara kliping
4  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
5  Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
6  Peraturan Gubernur Kalbar No. 116 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
7  Peraturan Gubernur Kalbar No. 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Cutter, Penggaris, Lem
4. Mesin Fotocopy
5. Kertas
6. Palu, Stapples, Pemotong Kertas
7. Koran
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

Pengklipingan koran dilakukan setiap hari dan distribusikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah

- Buku Kliping Koran Harian
- Buku Kliping Koran Bulanan
- Buku Kliping Koran Triwulan




SOP Penyaringan Informasi Dan Pengklipingan Koran

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Nmmﬁv.wmu m»m.m Kabag Kepala Bi Kelengk Wakt Output Keterangan
Penyaringan | Penyaringan Dokumentasi epala Biro elengkapan aktu utpu
Informasi Informasi
1 Menandai berita yang ada hubungannya dengan kebijakan dan Koran Pontianak Post, 30 Menit Berita tentang
pembangunan di Provinsi Kalbar Kapuas Post, Tribun Pemprov. Kalbar
Pontianak, Rakyat Kalbar
Harian Berkat
2 Melakukan pemotongan dan scan berita yang telah ditandai beserta nama Komputer, Penggaris, 1 Jam Potongan Berita
media dan tanggal terbit cutter dan gunting
3 |Melakukan editing/pemotongan berita koran dengan lebih rapi v Komputer 2 Jam Kliping Koran
4 |Mencetak kliping koran menjadi 5 rangkap, memberi sampul dan Komputer, Printer, 1Jam Kliping koran
menjilidnya lakban, sampul Kliping yang telah
dicetak
5 |Mengantar Kliping ke TU Gubernur, TU Wakil Gubernur, TU Sekda Buku pengantar surat 15 Menit Tanda terima
6 Menelaah berita - berita yang memerlukan analisis dan pertimbangan untuk Berita 30 Menit Saran tindak
ditindaklanjuti atau diklarifikasi _HJ lanjut
|
7 Membuat analisis berita dan saran pertimbangan terhadap berita yang perlu Tanda tangan dan 30 Menit Saran tindak
ditindaklanjuti dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Biro \/ Yal disposisi lanjut
Tidak J\
8 |Memberikan disposisi dan memberikan arahan untuk melakukan kegiatan Disposisi 15 Menit Catatan
Penyaringan Informasi berkaitan dengan berita yang dianalisis dokumetasi,
\ resume rapat dan
saran tindak
Tidak lanjut
Ya
9 Melakukan pendokumentasian kliping dan hasil analisis berita Kliping dan analisis 5 Menit Dokumentasi
berita kliping dan
analisis
10 |Menyusun kliping berdasarkan tanggal untuk dijadikan kliping bulanan Kliping harian 4 Jam Kliping bulanan
11 |Memilah kliping berita menjadi kategori : Berita Gubernur, Wakil Gubernur, Kliping harian 4 Jam Kliping
Sekretaris Daerah dan Berita Umum untuk disusun per triwulan Triwulanan
12 [Mencetak kliping bulanan dan triwulanan
[
13 |Mendokumentasi kliping bulanan dan triwulan Kliping bulanan, 15 Menit Dokumentasi
D triwulanan Kliping Bulanan
dan Triwulanan




awal bulan

Nomor Urut SOP 34/HUMPRO/2017
=, Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017
|m Tanggal Revisi -
& Tanggal Efektif 1 Februari 2017
Disahkan Oleh Kepala Biro Humas D otokol
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT -
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL - SYARIF YUSNIARSYAH
NIP. 19620603 198803 1 015
Nama SOP Penyusunan Naskah Pidato Apel Awal Bulan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1  Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Pejabat Eselon IV
2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalbar
3 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Memiliki Keahlian Komputer dan Internet
4  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
5 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
6 Peraturan Gubernur Kalbar No. 116 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
7 Peraturan Gubernur Kalbar No. 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1  SOP Surat Keluar 1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan
1 Data-data yang akan direkapitulasi yang akan disampaikan pada pidato apel awal bulan harus diserahkan maksimal dua - Buku Pidato Gubernur / Wakil Gubernur Triwulanan
minggu sebelum jadwal apel awal bulan - Buku Pidato Gubernur Tahunan
2  Draft naskah pidato apel awal bulan harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah maksimal satu (1) minggu sebelum apel




SOP Penyusunan Naskah Pidato Apel Awal Bulan

No

Kegiatan

Pelaksana

Pendukung

Kasubbag
Penyaringan
Informasi

Kabag
Dokumentasi

Kepala Biro

Staf
Penyaringan
Informasi

Petugas
Pembuat
Naskah
Pidata

Kepala
SKPD

Sekda

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Membuat Surat Nota Dinas kepada
pembuat naskah pidato untuk apel
awal bulan sebagaimana yang telah
diputuskan melalui SK Sekretaris
Daerah

Nota Dinas, Disposisi

1Jam

Nota Dinas

Memeriksa Nota Dinas sebelum naik
ke Kepala Biro

]
N

Tidak N\

Disposisi

15 Menit

Nota Dinas

Memeriksa Nota Dinas dan
ditandatangani

Tidak

|
0
<M«m

Disposisi

15 Menit

Nota Dinas

Mengirim Surat Nota Dinas kepada
pembuat Naskah Pidato dan
diarsipkan

Buku Pengantar Surat

30 Menit

Pengarsipan

Menyurati Biro dan SKPD di
lingkungan Sekretariat Daerah
untuk meminta bahan - bahan
pembuat naskah pidato di setiap
awal bulan

Buku Pengantar Surat

15 Menit

Tanda terima

SOP Surat Keluar

Menyiapkan bahan pidato /
sambutan Biro Humpro untuk
naskah pidato awal bulan

Bahan Pidato

1 jam

Bahan Pidato

Menyampaikan bahan pidato
kepada Kepala SKPD

Tanda tangan dan
disposisi

30 Menit

Saran dan bahan

Menyusun naskah pidato dan
kemudian menyampaikannya
kepada Sekretaris Daerah melalui
Kepala Biro / Kepala SKPD untuk
mendapat persetujuan

Disposisi

1Jam

Draft Naskah
Pidato yang telah
disetujui

Naskah Pidato disampaikan kepada
Sekretaris Daerah untuk mendapat
persetujuan

Tidak

Disposisi, Nota Dinas

1 Hari

Draft Naskah
Pidato yang telah
disetujui

10

Menyampaikan pidato yang sudah
disetujui, kepada Kasubbag Acara
Biro Humas dan Protokol untuk
didokumentasikan dan diarsipkan
oleh pembuat pidato

Tanda tangan dan
disposisi

30 Menit

Saran dan bahan

11

Mendokumentasikan pidato yang
telah dibacakan pada saat apel awal
bulan

Tanda tangan dan
disposisi

30 Menit

Saran dan bahan

12

Menghimpun Pidato, Sambutan
Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah untuk dijadikan
buku setiap tiga bulan dan satu
tahun sekali

Himpunan Pidato

3Bulandan 1
Tahun

Buku Himpunan
Pidato







)

33pnY

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 33/HUMPRO/2017
Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 Januari 2017
Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Da

—H_SYARIF YUSNIARSYAH

NIP. 19620603 198803 1 015

Nama SOP Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi

Publik

1

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana
1. Minimal SMA/Sederajat

2. Menguasai Tata Pembukuan

Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif

2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
3  Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 4. Memiliki Tata Krama
4  Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
5  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
6  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8  Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan
1  Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
2  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3




SOP Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik

. Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Keterangan
PPID Pembantu PPID Utama Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan 1. UU No. 14 Tahun 2008 Secara berkala, DIDP yang telah
dengan tupoksi masing-masing komponen di Kementerian Dalam Negeri 2. UU No. 25 Tahun 2009 sertamertadan  |dikumpulkan
dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, 3. UU No. 23 Tahun 2013 setiap saat dari komponen
maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun 4. PP 61 Tahun 2010 dan Perangkat
dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. 5. Permendagri No.3 Thn Daerah
6. Perki No. 1 Tahun 2010
7. Perki No. 1 Tahun 2013
2 Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah 1. UU No. 14 Tahun 2008 Secara berkala, DIDP yang telah
dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi 2. UU No. 25 Tahun 2009 sertamertadan [diklasifikasi
dan dokumentasi. Hu 3. UU No. 23 Tahun 2013 setiap saat kebenarannya
4. PP 61 Tahun 2010
8. Permendagri No.3 Thn
6. Perki No. 1 Tahun 2010
1. Perki No. 1 Tahun 2013
3 |Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat Alat Tulis Kantor Secara berkala, DIDP
penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy. serta merta dan
HJ setiap saat
—1
4 |Menetapkan DIDP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan Mengadakan rapat bersama |Setelah DIDP Surat Keputusan [Setelah DIDP ditetapkan,
dokumentasi publik. \ dengan PPID Utama PPID terkumpul dari DIDP yang jika ada tambahan
— v Pembantu Untuk PPID Pembantu ditandatangani  |informasi baru, dibuat SK
Tidak / Ya menetapkan DIDP oleh Atasan PPID [untuk ditetapkan
5 |Mengakses dan mengunggah DIDP ke website resmi Kemendagri dan Website dan sarana Setelah DIDP Adanya konten
Pemerintahan Daerah maupun melalui sarana informasi lainnya. informasi lainnya yang ditetapkan oleh DIDPdi website
A v dimiliki oleh komponen dan |Atasan PPID Kemendagridan
Pemerintah Daerah Pemerintah

Daerah







PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 32 / HUMPRO / 2017
Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 Februari 2017
Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Dan Protokol
PR —
H. SYARIF YUSNIARSYAH
NIP. 19620603 198803 1 015
Nama SOP Pelayanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi

Publik

Dasar Hukum

1

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana
1. Minimal SMA/Sederajat

2  Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Menguasai Tata Pembukuan
3  Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4  Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 4. Memiliki Tata Krama
Informasi Publik
5  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
6  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
T  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8  Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan
1  Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
2  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif




SOP Pelayanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi Publik

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Pemohon Bidang Um_w<mu_m= PPID dan Komponen dan Keterangan
Informasi Informasi Dan PPID Perangkat Kelengkapan Waktu Output
Dokumentasi Pembantu Daerah
1 Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan (1) Formulir Permohonan Pada hari dan jam [Formulir
baik secara langsung dan tidak langsung kepada Bidang Informasi yang tersedia dimeja |kerja untuk permohonan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pelayanan PPID atau yang pemohon informasi yang
ditampilkan di website informasi secara |telah diisi lengkap
(2) Fotocopy atau scan identitas |langsung dan dan dilampiri
diri (NIK) dari pemohon setiap saat untuk |fotocopy / scan
informasi pemohon identitas diri (NIK)
informasi secara
tidak langsung
2 Melakukan registrasi berkas permohonan informasi Semua data pemohon informasi (Pada hari dan jam |DIP yang telah
publik. Jika informasi / dokumentasi yang diminta belum disimpan dalam bentuk kerja untuk tersusun dalam
termasuk dalam DIDP, maka berkas permohonan Hu hardcopy dan softcopy pemohon bentuk hardcopy
disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu. informasi secara |dan softcopy
langsung dan
setiap saat untuk
pemohon
informasi secara
tidak langsung
3 |Meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk DIP yang telah ditetapkan oleh |10 (sepuluh) hari |DIP
memberikan informasi atau dokumen yang sudah komponen atau Perangkat kerja sejak
termasuk dalam DIDP, untuk diberikan kepada pemohon Daerah permohonan
informasi nu\ informasi diterima
oleh PPID
4 |Memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud Informasi diberikan dalam 10 (sepuluh) hari |DIP
kepada PPID atau PPID Pembantu. bentuk hardcopy dan softcopy |kerja sejak
permohonan
informasi diterima
Tidak] oleh PPID
Ya
5 Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh Informasi atau dokumen yang |Perpanjangan Informasi publik
pemohon informasi yang telah menandatangani tanda diminta oleh pemohon permohonan yang diminta oleh
bukti penerimaan informasi atau dokumentasi informasi informasi adalah 7 |pemohon informasi

(tujuh) hari kerja




Nomor Urut SOP 46/HUMPRO/2017
o Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017
|m Tanggal Revisi -
% Tanggal Efektif 1 Februari 2017
Disahkan Oleh Kepala Biro Humas D
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL — 1. SYARIF YUSNIARSYAH
NIP. 19620603 198803 1 015
Nama SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

1

2
3
4

~

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMA/Sederajat

2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3




SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan PPID Utama vaum“_—-“ﬂ an NOHMNMHQH— Keterangan
Dan PPID g Pemohon Kelengkapan Waktu Output
Pembantu Pelayanan Perangkat
Inf asi Daerah
1 |Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk Berkas permohonan Setiap saat Berkas permohonan

dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi.

informasi / dokumen dari
pemohon informasi

informasi yang telah
diisi lengkap dan
dilampiri fotocopy /
scan identitas diri (NIK)

2 |Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud Dasar hukum : UU No. 14 Pada hari dan jam kerja |Surat keputusan Tim
yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan Tahun 2008 dan PERKI 1 Pertimbangan
umum _ J_ Tahun 2010 Pelayanan Informasi

3 |Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status Informasi / dokumen yang |Pada hari dan jam kerja, |Informasi / dokumen
informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi telah dinyatakan terbuka maksimal 10 (sepuluh) [dari komponen atau
dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada nu untuk publik hari kerja, sejak Perangkat Daerah
pemohon informasi. permohonan informasi

teregistrasi
4 |Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat Informasi atau Dokumen Maksimal diberikan Informasi publik yang

penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen
dinyatakan rahasia.

yang diminta oleh pemohon
informasi atau surat
penolakan jika informasi /
dokumen tersebut
dikatgorikan rahasia

perpanjangan
pemenuhan
permohonan informasi
selama 7 (tujuh) hari
sejak pemberitahuan
tertulis diberikan dan
tidak dapat
diperpanjang lagi

diminta oleh pemohon
informasi atau surat
penolakan
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 45/HUMPRO/2017

Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 1 Februari 2019

Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Dan Protokol
H. SYARIF YUSNIARSYAH
NIP. 19620603 198803 1 015

Nama SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

1

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana
1. Minimal SMA/Sederajat

2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Menguasai Tata Pembukuan
3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 4. Memiliki Tata Krama
Informasi Publik
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8 Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif




SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

Pelaksana Pendukung
No Keglatan Mmaorou. PPID atau PPID Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Informasi Pembantu

1 [Menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak (1) Formulir Pengajuan Pada hari dan jam kerja |Formulir pengajuan

terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan Keberatan Informasi Publik keberatan
yang tersedia di meja pelayanan informasi
pelayanan PPID atau publik yang
ditampilkan di website dan telah diisi lengkap
dapat diunduh, (2) Fotocopy dan
atau scan identitas diri (NIK) dilampiri
dari pemohon yang fotocopy/scan
mengajukan keberatan identitas diri (NIK)

2 |Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan Semua data - data pemohon Pada hari dan jam kerja |Daftar pengajuan
pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan “— informasi disimpan dalam keberatan
keberatan kepada Atasan PPID n | bentuk hardcopy dan softcopy pelayanan informasi

yang telah di file
dalam bentuk
hardcopy dan
softcopy

3 |Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Berkas pengajuan keberatan Pada hari dan jam kerja [Daftar surat yang
Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID \ pelayanan informasi yang harus
Pembantu untuk menjawab permohonan informasi " telah diisi lengkap diberikan kepada

Tidak /v PPID
Ya dan PPID Pembantu
4 [Memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi. (1) Berkas pengajuan keberatan [Pada hari dan jam kerja |Surat perintah
pelayanan informasi tertulis kepada PPID
mu yang telah diisi lengkap, dan PPID

(2) DIP yang telah diumumkan Pembantu untuk
memenuhi
permintaan
pemohon informasi
yang mengajukan
keberatan
pelayanan informasi
publik

5 |Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon Dokumer/informasi yang Pada hari dan jam kerja |Informasi publik
informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud oleh Pemohon yang diminta oleh
dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab A v Informasi atau rekomendasi Pemohon
pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika surat penolakan dari PPID atau Informasi atau surat
informasi yang diinginkan pemohon PPID Pembantu karena penolakan kepada

informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah
diumumkan, karena informasi belum tersedia atau
termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan
surat penolakan kepada Pemohon

Informasi.

informasi yang diminta
merupakan informasi yang
dikecualikan

Pemohon Informasi
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 44/HUMPRO/2017
Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 Februari 2017
Disahkan Oleh Kepala Biro Humas D
—
T IF YUSNIARSYAH

NIP. 19620603 198803 1 015

Nama SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum

1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014

4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

8 Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

~

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMA/Sederajat

2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan
1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

Peralatan /Perlengkapan

1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
2. Term Of Reference

3. Alat Tulis kantor

4. Jaringan Internet

Peringatan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai

8 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif

Pencatatan Dan Pendataan
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Pelaksana Pendukung
. PPID atau
No Kegiatan m.m-._.—OH—OJ Atasan PPID PPID Komisi Informasi Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Informasi
Pembantu
1 [Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan (1) Formulir Pengajuan Pada hari dan jam Berkas permohonan
PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak Keberatan Informasi Publik kerja, maksimal 10 informasi yang telah
permohonan informasi teregistrasi. yang tersedia di meja (sepuluh) hari kerja, diisi lengkap dan
pelayanan PPID atau sejak permohonan dilampiri
ditampilkan di website dan informasi teregistrasi |fotocopy/scan identitas
dapat diunduh, (2) Fotocopy diri (NIK)
atau scan identitas diri (NIK)
dari pemohon yang
mengajukan keberatan
2 |Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk Tanggapan tertulis dari
mengupayakan penyelesaian atasan PPID perihal
sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama _ | informasi yang
disengketakan
3 |Diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Diajukan dalam waktu
Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang paling lambat 14
hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan (empat belas) hari
kebutuhan Hu kerja setelah
diterimanya
tanggapan
tertulis dari Atasan
PPID.
4 [Menerima laporan proses penanganan sengketa
informasi
5 [Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi

Publik.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 43/HUMPRO/2017

Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 1 Februari 2017

Disahkan Oleh Kepala Biro Humas

. F YUSNIARSYAH
NIP. 19620603 198803 1 015

Nama SOP Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi
Melalui Cara Manual oleh PPID

Dasar Hukum

1  Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

5  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

6  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

8  Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

S W N

~

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMA / Sederajat

2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Format Laporan Pelayanan Informasi
2. Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

1  Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai

3  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif




SOP Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Melalui Cara Manual oleh PPID

. Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Keterangan
Petugas PPID Kepala PPID Kelengkapan Waktu Output
1 Melaporkan pelayanan informasi dapat dilakukan secara langsung melalui form laporan Format Register Laporan Tentatif Laporan
pelayanan informasi Pelayanan
Informasi
]
2 |[Menyetujui Laporan Pelayanan Informasi Format Register Laporan Real Time Laporan
Tidak Pelayanan
Informasi
Ya
3 |Mendokumentasikan Laporan Pelayanan Informasi Format Register Laporan Tentatif Laporan
Pelayanan
Informasi
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 42/HUMPRO/2017

Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 1 Februari 2017

Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Dan Protokol

. SYARIF YUSNIARSYAH

NIP. 19620603 198803 1 015

Nama SOP Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi
Secara Online Oleh PPID

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana
1. Minimal SMA / Sederajat

Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi

2  Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Menguasai Tata Pembukuan
3  Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
4  Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 4. Memiliki Tata Krama
Informasi Publik
5  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
6  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8  Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Aplikasi SIP PPID
2. Jaringan Internet
3. Alat Tulis Kantor
4. Komputer dan Printer
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan
1  Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3




SOP Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Secara Online Oleh PPID

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Aplikasi SIP Keterangan
Petugas PPID PPID Kelengkapan Waktu Output
1 Mengakses aplikasi SIP PPID masuk ke dashboard aplikasi SIP PPID, ini merupakan Aplikasi SIP PPID Tentatif Laporan
rekonsiliasi dari PPID SKPD secara real time Pelayanan
Informasi
———
2 |Memilih menu laporan di aplikasi SIP PPID dan mencetak laporan dimaksud Aplikasi SIP PPID Real Time Laporan
Pelayanan
Informasi
3 |Mendokumentasikan laporan dalam bentuk hardfile Aplikasi SIP PPID Tentatif Laporan
Pelayanan
Informasi




W

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 41/HUMPRO/2017

Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 1 Februari 2017

Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Dan Protokol

NIP. 19620603 198803 1 015

Nama SOP Pengumpulan, Pendokumentasian dan Publikasi
Informasi Secara Online Oleh SKPD dan PPID Utama

Dasar Hukum

1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

8 Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

[e7] W N

~

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMA / Sederajat

2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Aplikasi SIP PPID
2. Jaringan Internet
3. Komputer dan Printer
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi




SOP Pengumpulan, Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Secara Online Oleh SKPD dan PPID Utama

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan i i Keterangan
g Petugas PPID Aplikasi SIP Kepala Kelengkapan Waktu Output 9
PPID PPID
1 [Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh SKPD Aplikasi SIP PPID Tentatif Informasi dan Dokumen
Terpublikasi
—
2 |Menginput informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh SKPD melalui Aplikasi SIP PPID 1 Menit Informasi dan Dokumen
aplikasi SIP PPID Terpublikasi
—
3 [Memberi persetujuan atas informasi dan dokumentasi publik yang akan dipublikasi Aplikasi SIP PPID 1 Minggu Informasi dan Dokumen
dan menjadi bagian daftar infomasi publik SKPD \ Terpublikasi
Tidak
— Ya
4 [Mengunggah informasi dan dokumen ke aplikasi sip ppid website dan menjadi Aplikasi SIP PPID 1 Menit Informasi dan Dokumen
bagian daftar informasi publik PPID Utama Terpublikasi
5 [Mengakses Informasi dan dokumentasi publik dapat diakses publik melalui website Aplikasi SIP PPID Informasi dan Dokumen
Daerah G Terpublikasi
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 40/HUMPRO/2017

Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 1 Februari 2017

Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Dan Protokol

——=H—SYARIF YUSNIARSYAH

NIP. 19620603 198803 1 015

Nama SOP Pengumpulan dan pendokumentasian informasi
secara manual oleh SKPD

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana
1. Minimal SMA / Sederajat

Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi
negatif

2  Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Menguasai Tata Pembukuan
3  Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
4  Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 4. Memiliki Tata Krama
Informasi Publik
5  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
6  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8  Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Form Daftar Informasi Publik
2. Panduan Pengisian Daftar Informasi Publik
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan
1  Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3




SOP Pengumpulan dan pendokumentasian informasi secara manual oleh SKPD

) Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Keterangan
Petugas PPID Kepala PPID Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh SKPD. Untuk Form daftar informasi Tentatif Daftar informasi publik
membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik publik
serta panduan pengisiannya.
]
2 Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah ) Form daftar informasi Tentatif Daftar informasi publik
didaftar Tidak publik
Ya
3 |Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan Form daftar informasi Tentatif Daftar informasi publik

pengesahan

publik




5
N

4
-~

7l

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 39/HUMPRO/2017
Tanggal Pembuatan 9 Januari 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 Februari 2017
Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Dan Protokol
—
. IF YUSNIARSYAH

NIP. 19620603 198803 1 015

Nama SOP Pemberian Jawaban Tertulis Atas Permohonan

Informasi

Dasar Hukum

1  Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

5  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

6  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

8  Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

W DD

~

Kualifikasi Pelaksana

4. Memiliki Tata Krama

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Aplikasi SIP PPID
2. Formulir Pemberian Jawaban Tertulis Atas Permohonan Informasi
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

1  Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif




SOP Pemberian Jawaban Tertulis Atas Permohonan Informasi

Pelaksana Pendukung
. Petugas
No Kegiatan Pemohon Kepala Keterangan
Informasi Layanan NWHU Kelengkapan Waktu Output
Informasi

1 Melakukan secara langsung melalui meja layanan maupun secara online melalui Aplikasi SIP PPID, Formulir [10+7 hari Permohonan
aplikasi SIP PPID Keputusan dengan informasu dari

pemberitahuan |pemohon

2 Mengakses secara offline melalui formulir keputusan penolakan atau secara online Aplikasi SIP PPID, Formulir |[10+7 hari Permohonan
melalui aplikasi SIP PPID Keputusan dengan informasu dari

pemberitahuan |pemohon
—]

3 |Melakukan telaah untuk membuat pemberitahuan tertulis dengan mengingat apakah Aplikasi SIP PPID, Formulir [10+7 hari Rekomendasi
informasi dapat diberikan atau ditolak termasuk catatan-catatan seperti biaya, waktu Keputusan dengan pemberitahuan
dan bentuk dokumen yang tersedia bila informasi yang dimohon dapat diberikan ke \ pemberitahuan [tertulis
pemohon. Tidak

Ya

4 |Memberikan surat penolakan ini ke pemohon secara offline dengan memberikan Aplikasi SIP PPID, Formulir [10+7 hari Keputusan

surat keputusan penolakan atau secara online melalui aplikasi SIP PPID Keputusan dengan penolakan atas
pemberitahuan |[permohonan
informasi

8 |Menerima pemberitahuan secara online melalui aplikasi SIP PPID Aplikasi SIP PPID, Formulir |[10+7 hari Pemberitahuan

Keputusan dengan tertulis

pemberitahuan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 38/HUMPRO/2017
Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 Februari 2017
Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Dan Protokol
. YUSNIARSYAH

NIP. 19620603 198803 1 015

Nama SOP Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh pemohon

Informasi

Dasar Hukum
1  Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

5  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

6  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

8  Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

S W DD

~

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima

4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Aplikasi SIP PPID
2. Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh Pemohon Informasi
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

1  Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif




SOP Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh pemohon Informasi

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Keterangan
9 Uwao_—.uu—. Atasan PPID |Petugas PPID Kelengkapan Waktu Output g
Informasi
1 Mengajukan keberatan atas pemberian informasi yang dapat dilakukan secara Aplikasi SIP PPID, 30 Hari Informasi dan

offline dengan mengisi formulir yang ada di meja layanan maupun secara online Formulir keberatan dokumen yang

melalui aplikasi SIP PPID. dimohon

2 |Menerima langsung pengaduan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon Aplikasi SIP PPID, 30 Hari Dokumen
informasi \/ Ya Formulir keberatan keberatan dari

Tidak < pemohon

3 [Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas pemberian informasi oleh Aplikasi SIP PPID, 30 Hari Dokumen
pemohon ini sebagai dokumen PPID Formulir keberatan keberatan dari

A v pemohon
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 37/HUMPRO/2017
Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 1 Februari 2017
Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Dan Protokol
—H-SYARIF YUSNIARSYAH
NIP. 19620603 198803 1 015
Nama SOP Keputusan Tentang Penolakan Permohonan
Informasi

Dasar Hukum

1  Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

5  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

6  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

8  Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

W D

~

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMA / Sederajat

2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Aplikasi SIP PPID
2. Formulir Keputusan Tentang Penolakan Permohonan Informasi
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

1  Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai

3  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif




SOP Keputusan Tentang Penolakan Permohonan Informasi

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Pemohon Keterangan
. Petugas PPID Kepala PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi
1 Melakukan keputusan tentang penolakan permohonan informasi oleh PPID Aplikasi SIP PPID, Tentatif Permohonan
berdasarkan permohonan yang masuk Formulir Keputusan Informasi Dari
Pemohon
2 Mencatat permohonan yang masuk dan membuat rekomendasi kepada kepala Aplikasi SIP PPID, Tentatif Permohonan
PPID apakah informasi yang dimohon termasuk kategori informasi dikecualikan Formulir Keputusan Informasi Dari
dalam pasal 17 UU KIP. Rekomendasi staf PPID dapat dilakukan secara online HJ Pemohon
melalui formulir keputusan penolakan atau secara online melalui aplikasi SIP |
PPID
3 |Melakukan telaah untuk membuat keputusan penolakan informasi yang Aplikasi SIP PPID, Tentatif Rekomendasi
dimohon termasuk kategori informasi dikecualikan dalam pasal 17 UU KIP. . Formulir Keputusan Keputusan
Keputusan dapat dilakukan secara online melalui formulir keputusan penolakan H-QD{
atau secara online melalui aplikasi SIP PPID
Ya
4 |Mendokumentasikan keputusan penolakan pemberian informasi oleh pemohon Aplikasi SIP PPID, Tentatif Keputusan
ini. Selanjutnya Petugas PPID memberikan surat penolakan ini ke pemohon Formulir Keputusan Penolakan Atas
secara offline dengan memberikan surat keputusan penolakan atau secara Permohonan
online melalui aplikasi SIP PPID Informasi
5 |[Mendapatkan keputusan penolakan atas permohonan informasi yang diminta. Aplikasi SIP PPID, Tentatif Surat Keputusan

Keputusan penolakan ini dapat diperoleh pemohon secara online melalui
aplikasi SIP PPID

Formulir Keputusan

Penolakan
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor Urut SOP 36/HUMPRO/2017

Tanggal Pembuatan 9 Januari 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 1 Februari 2017

Disahkan Oleh Kepala Biro Humas Dan Protokol

—FSYARIF YUSNIARSYAH

NIP. 19620603 198803 1 015

Nama SOP Pengumpulan Dan Pendokumentasian Informasi
Secara Manual Oleh PPID Utama

Dasar Hukum
1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

5  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

6  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

8  Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

W DD

~

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMA / Sederajat

2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Formulir - Formulir Pengumpulan Dan Pendokumentasian Informasi
2. Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

1  Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3  Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi




SOP Pengumpulan Dan Pendokumentasian Informasi Secara Manual Oleh PPID Utama

A Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Keterangan
PPID SKPD PPID Utama Kelengkapan Waktu Output
1 Mengirim daftar informasi dan dokumentasi publik serta data dari SKPD ke PPID Formulir daftar informasi Tentatif Informasi Dalam
Utama publik Daftar Informasi
Publik
2 |Melakukan kompilasi seluruh daftar informasi dan dokumentasi publik dari SKPD dan Formulir daftar informasi Tentatif Informasi Dalam
menjadi Daftar informasi dan dokumentasi publik dari PPID Utama publik Daftar Informasi
Publik
3 |Mengirimkan daftar infomasi seluruh PPID Utama ke PPID SKPD untuk diketahui Formulir daftar informasi Tentatif Daftar Informasi
sebagai daftar informasi PPID Utama publik Publik PPID
Utama




UNIT ESELON II: KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN 4

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. INFORMASI YANG WAIIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

PEJABAT YANG _"._”._M”\__,_wﬂwﬂn” h>>._.“’<” B WAKTU DAN TEMPAT __/__u _Mu %x_,_\,_\_>\..r_.m_ JANGKA
NO NAMA INFORMASI MENGUASAI/ PENERBITAN PEMBUATAN YANG WAKTU
PENANGGUNG JAWAB INFORMASI INFORMASI TERSEDIA PENYIMPANAN
1 2 3 4 5 6 7
1. | Profil Biro Humas dan Protokol Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
Setda Prov. Kalbar Tahun 2017 Pontianak Soft Copy
2. | Visi dan Misi Biro Humas dan Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
Protokol Setda Prov. Kalbar Tahun Pontianak Soft Copy
2017
3. | Maksud dan Tujuan Biro Humas dan Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
Protokol Setda Prov. Kalbar Tahun Pontianak Soft Copy
2017
4. | Fungsi dan Tugas Biro Humas dan Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
Protokol Setda Prov. Kalbar Tahun Pontianak Soft Copy
2017
5. | Struktur Organisasi Biro Humas dan Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
Protokol Setda Prov. Kalbar Tahun .
Pontianak Soft Copy

2017




6. | Gambaran Umum Biro Humas dan Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
Protokol Setda Prov. Kalbar Tahun Pontianak Soft Copy
2017

7. | Profil Singkat Pejabat Struktural Biro Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
Humas dan Protokol Setda Prov. Pontianak Soft Copy
Kalbar Tahun 2017

8. | Program dan Kegiatan Biro Humas Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2018 Hard Copy 1 Tahun
dan Protokol Setda Prov. Kalbar Pontianak Soft Copy
Tahun 2018

9. | Penanggunglawab Program / Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2018 Hard Copy 1 Tahun
Kegiatan Biro Humas dan Protokol Pontianak Soft Copy
Setda Prov. Kalbar Tahun 2018

10. | Target dan Capaian Program serta Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2018 Hard Copy 1 Tahun
Kegiatan Biro Humas dan Protokol .
Setda Prov. Kalbar Tahun 2018 Pontianak Soft Copy

11. | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2018 Hard Copy 1 Tahun
Kegiatan pada Biro Humas dan Pontianak Soft Copy
Protokol Setda Prov. Kalbar Tahun
2018

12. | Anggaran Program dan Kegiatan Biro Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2018 Hard Copy 1 Tahun
Humas dan Protokol Setda Prov. Pontianak Soft Copy
Kalbar Tahun 2018

13. | DPA Biro Humas dan Protokol Setda Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2018 Hard Copy 1 Tahun
Prov. Kalbar Tahun 2018 Pontianak Soft Copy

14. | LAKIP Biro Humas Setda Prov. Kalbar Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2018 Hard Copy 1 Tahun
Tahun 2017 Pontianak Soft Copy

15. | RENSTRA Biro Humas dan Protokol Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
Setda Prov. Kalbar Tahun 2017 .

Pontianak Soft Copy




16. | TAPKIN Biro Humas dan Protokol Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2018 Hard Copy 1 Tahun
Setda Prov. Kalbar Tahun 2018 Pontianak Soft Copy
17. | NERACA Biro Humas Setda Prov. Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
Kalbar Tahun 2017 Pontianak Soft Copy
18. | Laporan Kegiatan Biro Humas Setda Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2018 Hard Copy 1 Tahun
Prov. Kalbar Tahun 2018 Pontianak Soft Copy
19. | SOP Biro Humas dan Protokol Setda Kasubbag TU Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
Prov. Kalbar Tahun 2017 Pontianak Soft Copy
20. | Laporan Tahunan Pelayanan | Kasubbag Penyaringan Kabag Dokumentasi 2017 Hard Copy 1 Tahun
_1933_ Pejabat ._umsmm_o_m Informasi Pontianak Soft Copy
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Il. INFORMASI YANG WAIJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
No. NAMA INFORMASI PEJABAT YANG PENANGGUNG JAWAB WAKTU DAN FORMAT JANGKA WAKTU
MENGUASAI/ PEMBUATAN ATAU TEMPAT INFORMASI YANG PENYIMPANAN
PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN PEMBUATAN TERSEDIA
INFORMASI INFORMASI
1 2 3 4 5 6 7

Sampai dengan saat ini Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar belum memiliki informasi dalam kategori serta merta.




INFORMASI YANG WAIJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

PEJABAT YANG vmzp_ﬂ_%M% NG WAKTU DAN FORMAT
No. NAMA INFORMASI MENGUASAI/ PEMBUATAN TEMPAT INFORMASI JANGKA WAKTU
PENANGGUNG PEMBUATAN PENYIMPANAN
JAWAB ATAU PENERBITAN INFORMASI YANG TERSEDIA
INFORMASI
1 2 3 4 5 6 7
1. | Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Biro Kasubbag TU Kabag 2017 Hard Copy 1 Tahun
Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar Dokumentasi Pontianak Soft Copy
2. | Perencanaan dan  pengembangan Kasubbag TU Kabag 2018 Hard Copy 1 Tahun
Pegawai Dokumentasi Pontianak Soft Copy
3. | Penyertaan pendidikan dan pelatihan Kasubbag TU Kabag 2018 Hard Copy 1 Tahun
pegawai Dokumentasi Pontianak Soft Copy
4. | Penempatan jabatan fungsional umum Kasubbag TU Kabag 2017 Hard Copy 1 Tahun
Dokumentasi Pontianak Soft Copy
5. | Penerimatan kehormatan dan Kasubbag TU Kabag 2017 Hard Copy 1 Tahun
penghargaan Dokumentasi Pontianak Soft Copy
6. | Dokumen dan tata Naskah Dinas Kasubbag TU Kabag 2017 Hard Copy 1 Tahun
Dokumentasi Pontianak Soft Copy
7. | Pedoman penyusunan Sasaran Kinerja Kasubbag TU Kabag 2018 Hard Copy 1 Tahun
Pegawai (SKP) Dokumentasi Pontianak Soft Copy
8. | Analisis beban kerja Kasubbag TU Kabag 2018 Hard copy 1 Tahun
Dokumentasi Pontianak Soft copy
9. | Uraian dan peta jabatan Kasubbag TU Kabag 2018 Hard copy 1 Tahun
Dokumentasi Pontianak Soft copy
10. | Evaluasi jabatan Kasubbag TU Kabag 2018 Hard copy 1 Tahun
Dokumentasi Pontianak Soft copy
11. | Surat Keputusan Pembentukan PPID Kasubbag Kabag 2011-2017 Hard copy -
Per Kabupaten Provinsi Kalimantan Penyaringan Dokumentasi Pontianak Soft copy
Barat Informasi




12. | Prosedur memperoleh informasi publik Kasubbag Kabag 2011 Hard Copy -
Penyaringan Dokumentasi Pontianak Soft Copy
Informasi
13. | Data pemohon informasi publik Kasubbag Kabag 2017 Hard Copy 1 Tahun
Penyaringan Dokumentasi Pontianak Soft Copy
Informasi
14. | Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Kasubbag Kabag 2018 Hard Copy 1 Tahun
Pejabat Pengelola Informasi dan Penyaringan Dokumentasi Pontianak Soft Copy
Dokumentasi (PPID) Informasi
15. | SOP Pelayanan Informasi Kasubbag Kabag 2017 Hard Copy -
Penyaringan Dokumentasi Pontianak Soft Copy
Informasi
16. | Maklumat Pelayanan Informasi PPID Kasubbag Kabag 2017 Hard Copy -
Prov. Kalbar Penyaringan Dokumentasi Pontianak Soft Copy
Informasi
17. | Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 22 Tahun 2016 Tenang Kasubbag Kabag 2016 Hard Copy -
Pedoman  Pengelolaan  Pelayanan Penyaringan Dokumentasi Pontianak Soft Copy
Informasi Publik dan Dokumentasi di Informasi
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat
18. | Foto — foto resmi Gubernur, Wakil Kasubbag Kabag 2018 Hard Copy 5 Tahun
Gubernur dan Sekretaris Daerah | Dokumentasi Dan Dokumentasi Pontianak Soft Copy
Provinsi Kalimantan Barat Audiovisual
19. | Dokumentasi foto dan video kegiatan Kasubbag Kabag 2018 Hard Copy -
Gubernur dan  Wakil  Gubernur | Dokumentasi Dan Dokumentasi Pontianak Soft Copy
Kalimantan Barat Audiovisual
20. | Leaflet Peringatan HUT  ke-69 Kabag Kabag 2014 Hard Copy -
Kemerdekaan  Republik  Indonesia Publikasi Publikasi Pontianak
Tahun 2014
21. | Leaflet Sejarah Singkat Pemerintah Kabag Kabag 2014-2017 Hard Copy -
Provinsi Kalimantan Barat Publikasi Publikasi Pontianak
22. | Leaflet Penghargaan Pemerintah Kabag Kabag 2014 Hard Copy -
Provinsi Kalimantan Barat Publikasi Publikasi Pontianak
23. | Buku Saku Sistem Informasi Data Kabag Kabag 2014 Hard Copy -
Pembangunan Daerah Tahun 2014 Publikasi Publikasi Pontianak




24. | Buku Profil Kalimantan Barat Tahun Kabag Kabag 2014 Hard Copy
2014 Publikasi Publikasi Pontianak

25. | Buku Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Kabag Kabag 2014 Hard Copy
Layanan Informasi Publik dan Publikasi Publikasi Pontianak
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2013 Tentang  Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

26. | Buku Panduan Pembentukan dan Kabag Kabag 2014 Hard Copy
Operasional Pejabat Pengelola Publikasi Publikasi Pontianak
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

27. | Buku Kumpulan Peraturan Perundang - Kabag Kabag 2014-2017 Hard Copy
undangan Tentang Kehumasan dan Publikasi Publikasi Pontianak
Pelayanan Informasi

28. | Buku Dasar Hukum dan Petunjuk Teknis Kabag Kabag 2014 Hard Copy
PPID Pemerintah Daerah Publikasi Publikasi Pontianak

29. | Leaflet Indonesia Merdeka 70 TH Kabag Kabag 2015 Hard Copy
Gerakan Nasional “Ayo Kerja” Pada 70 Publikasi Publikasi Pontianak
Tahun Indonesia Merdeka

30. | Leaflet Tata Cara  Permohonan Kabag Kabag 2015 Hard Copy
Informasi Publik dan Penyelesaian Publikasi Publikasi Pontianak
Sengketa Informasi

31. | Leaflet Himpunan Kegiatan Pemerintah Kabag Kabag 2015 Hard Copy
Provinsi Kalimantan Barat Publikasi Publikasi Pontianak

32. | Buku Dasar Hukum Kehumasan
Pemerintah Kabag Kabag 2015 Hard Copy
Peraturan Menteri Negara Publikasi Publikasi Pontianak
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

33. | Leaflet Sekilas Tentang Arah Kabag Kabag 2017 Hard Copy
Pembangunan Kalimantan Barat Tahun Publikasi Publikasi Pontianak
2017

34. | Data berita yang terbit di media massa Kasubbag Kabag 2008-2016 Hard Copy

Pemberitaan Dan Publikasi Pontianak Soft Copy

Klarifikasi




35. | Data hasil pembangunan di Pemerintah | Kasubbag Informasi Kabag 2015-2017 Hard Copy 1 Tahun
Provinsi Kalimantan Barat Pembangunan Publikasi Pontianak Soft Copy
Daerah
37. | Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur Kasubbag Acara Kabag 2018 Hard Copy -
dan  Sekretaris Daerah  Provinsi Protokol Pontianak Soft Copy
Kalimantan Barat
38. | Data kegiatan yang difasilitasi oleh Kasubbag Kabag 2017 Hard Copy 1 Tahun
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pelayanan Tamu Protokol Pontianak Soft Copy
Dan Pimpinan
39. | Data — data tamu yang berkunjung ke Kasubbag Kabag 2017 Hard Copy 1 Tahun
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pelayanan Tamu Protokol Pontianak Soft Copy
Dan Pimpinan
40. | Data kendaraan dinas operasional Kasubbag Kabag 2017 Hard Copy 1 Tahun
Pelayanan Tamu Protokol Pontianak Soft Copy
Dan Pimpinan
41. | Agenda — agenda atau jadwal Kasubbag Kabag 2017 Hard Copy 1 Tahun
perjalanan dinas yang telah di hadiri Perjalanan Protokol Pontianak Soft Copy
Gubernur Kalbar, Wakil Gubernur
Kalbar dan Sekretaris Daerah
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“FmmEs Pembina Utama Muda
NIP. 19620603 198803 1 015




LAMPIRAN 5

JAM LAYANAN INFORMASI
PADA PPID UTAMA PEMERINTAH PROV. KALBAR

HARI JAM
SENIN — KAMIS 08.00 s/d 11.00
ISTIRAHAT
13.30 s/d 15.30

JUM’AT

08.00 s/d 11.00

ISTIRAHAT

14.00 s/d 16.00

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROV KALBAR
KONTAK :

N ppid@kalbarprov.go.id

@ ppid.kalbarprov.go.id

)

B
([

(0561 ) 736541 ext. 153

) |

=

(0561 ) 730062



